
WALIKOTA MATA~ M
PROVINSI NUSA TENGC TA~ BA RA T

PE~TU~ N % A U KOTA MAT~ M
NQMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KE] )UA ATAS PE~TUR N W AU KOTA MATA~ M
NOMOR 39 TAHUN 2915 TENTANG PENJABA~N ANGGA~ N PENI3APATAN

DAN BEI ANNA DAEMH TAHUN ANGGA~ N 2616

bahwa bexdasarkan Peratuxan Menteri Dalam Negeri Nomor
52 Tahun 2 6 1 5 tentang Pedoman P enyusunan A n ggaran
P endapatan da n Be l ~ ] a Da e rah T a hu n An g garan 2 6 1 6
menyebutkan b ahwa a p abila Peraturan M e nter i K euangan
mengenai Alokasj Dana A lokasi Khusus ( I3AK) Tahun 26 16
belum ditetapkan, maka penganggaran I3AK didasarkan pada
daerah Pro p xns> dan Kabupaten/Kota tah un yang
diinformasikan secara resxxu oleh Kexnenterian K euangan,
Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Alokasi Dana. Alokasi
K husus (DAK) d i m a k su d d .engan t e r lebih d a h u l u x ne l ~ k an
perubahan Peratuxan K epala 13aerah t e n tang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Bel~ ja Daerah Tahun Anggaran 2616;

berdasg irkan ketentuan Pasal ] 69 ayat (g) Pera turan
Menterj Dalam Negerj Nomor ] 3 ' / ~ u n 26 6 6 t e n t ang Pedoman
Pengelolaan Keuangan I3aelM menyebutkan bahwa pexgesex'an
anggaran di l~ kan d e ngan cara men~ b a h peraturan kepala

tentang Pe fg abaran Anggaran Pendapatan Be] an)a
Daerah sebagai d asar p e l a k sanaan , u nt u k sela n jiutnya

dxanggarkan da lam R a ncangan Peraturan D a exah t en tang
Perubahan APBI3;

bahwa un tuk m e l aks~ W~ kete n t uan P asal 6 P e r a turan
D aerah K o t a M ata r a m Nom o r 1 6 T a hu n 26 15 ten t a n g

Anggaran Pendapatan d a n B e l ay@a Daex ah Tahun A n g garan
2616 s e b agai l a n dasan o p e rasional dalam pe l a k sanaan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2616,
perlu dijabarkan dengan Peratux an %alikota;

bahwa berd.asarkan pe rtimbangan sebagaimana d imaksud
huruf 8., hu ru f b d a n hu r u f c , p e x lu m e n e tapkan Pera tu ran
Walikota t en tang Peru bahan K e du a A t a s P e ra tu ran W a l i ko ta
Mataram Nomox. 36 Tahun 2 6 15 t en tang Pengabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja I3aexah Tahun Anggaran 2616.

Undang-Undang Nomor 4 T a h u n 1 9 9 3 t e n t ang Pembentukan
Kotamadya D a e rah T i n g ka t II Ma ta r a m (L e m b aran N e g a ra
R epublik I n donesia T a h u n 1993 No m o r 6 6 , T~ bah an

Lembaran Negax.a Republik Indonesia Nomor 3531) ;



U ndang-Undang No mo r 28 Tahu n 1999 t en t ang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dsri Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3831);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2 003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2 003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R epublik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomo r I Tahu n 2004 ten tang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tshun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 2 5 T ahun 2 004 t entang Sistern
Perencanaan P embangunan Na sional ( Lembaran Negara
Republik In donesiaTahun 20 0 4 Nomor 10 4 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahsn Daerah
(Lembarsn Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Re publik I ndonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembsran Negara Republik Indonesia
Tahun 200 9 N omor 1 30 , T ambahsn Lembaran N egara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undsngan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2014
Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik I ndonesia
Nomor 5494);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tshun 2014 Nomor 7, Tambshan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembarsn Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan U ndang-Undsng N omor 9 Ta hu n 20 15 t entang
Perubahan Kedua Atas Undsng-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahsn Da erah ( Lembaran N egara R epubl ik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



13. Peraturan P emerintah N omor 24 T ahu n 20 0 4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dsn Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negsra
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubsh
beberapa k al i dan t erakhir d engan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 T ahun 2 007 t entang Perubahan K etiga ates

Peraturan P emerintah N omor 24 Tahun 200 4 tentsng
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Stander
Akuntsnsi Pemerintahan (L embaran Nagara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4503);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tshun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun
2005 Nomor 1 37 , Tsmbahan L embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistern
Informasi K euangan D aerah ( Lembaran N egara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambshan Lembaran
Nagara Republik Indonesia Nomor 4576);

17. Peraturan Pe merintah N omor 58 T a hun 2 00 5 t entang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Nagara Republik
Indonesia Tahun 2 005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tshun 2005 tentang Pedomsn
Penyusunan d s n P enerapan S tander Pelayanan M in imal
(Lembaran Nagara R epublik I ndonesia Tahun 2005 Nomor
150, Tambahan Lembsran NegaraRepublik Indonesia Nomor
4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keusngan dan Kinerja Instsnsi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik In donesia T ahun 20 0 6 N omor 25, T smbahan
Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata

Cars Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai Waki l Pemerintah d i W i laysh
Provinsi (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 25, Tambahsn Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5107) sebagaimsna telah d iubah dengan Peraturan
Pemerintah N omor 2 3 T shu n 2 0 1 1 t entang Perubahan a t as
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai Waki l Pemerintah d i W i layah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2 0 1 1
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5209);



Nomor 5219);

Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 20 11
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

22. Peraturan Pemerintah N omor 2 T a hu n 2 0 12 t entang H ibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 N omor 5, Ta mbahan L embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5272);

23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tshun 2 010 t entang Pengadaan B arang/Jasa Pemerintsh
(Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

24. Peraturan M enteri D alam Negeri Nomor 1 3 T ahun 2 006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubsh beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentsng Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolasn Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

25. Pedoman Menteri Deism Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah T ahun A nggaran 2 0 16 ( Berita N agara Republik

26. Peratursn Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daersh
Kota Mataram Tahun 2009 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah
d iubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
M ataram N omor 2 Ta hu n 20 09 tentang P okok-pokok
Pengelolaan K eusngan D aersh ( Lembaran Daerah K o ta

27. Peraturan Daerah K ota M ataram Nomor 1 6 T ahun 2 0 15
tentang Anggaran Pendapatan dsn B elanja Daersh Tahun
Anggaran 2016(Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2015
Nomor 3 Seri A).

Mataram Tahun 2014 Nomor 6 Seri E);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOM OR 30 TAHUN 2015
TENTANG PE NJABARAN AN GGARAN PE NDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal I

Anggarsn Pendapatan dsn Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri atas :

1. P endapatan

a. pendapatan As)t Daerah sejumlah

b. Dana Perimbangan sejumlah

c. La in-lain pendapatan Daerah yang ssh sejumlah

Rp

Rp

Rp

Rp

255.000.000.000,00

931H60.393,636,00

1 12. 5 11. 847. 522,85

1.298.972.241.158,85Jumiah Pendapatan .

2. Be lanja

a. Belanja Tidak Langsung .

1. Belanja Pegawai

2. Belanja Bungs

3. Belanja Subsidi

4. Belanja Hibah

5. Belanja Bantuan Sosiai

6. Belanja Hagi Hasil

7.Belanja Bantuan )feuangan

8. Belanla Tidak Terduga

Rp 61'1.850.812.703,34

Rp 0,00

Rp 0,00

Rp 21.699.570.000,00

Rp 18. 321. 937. 300,30

Rp 0,00

Rp 9 12. 798. 780,00

Rp 2.055.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung: 657. 840. 118. 783,64Rp

b. Be lanja Langsung:

1. Be(art)a Pegawai

2, Belartja Barertg deft Jase

3. Belanja Modal

Rp 100.795.221.789,00

Rp 319.822.990.328,00

Rp 255. 113.910.258,21

675. 732, 122. 375,2 1Jumlah Belanja Langsung: Rp

1.333.572.241.158,85

(34. 600. 000. 000,00)

Jumlah Belanja ; Rp

Surp)us/(Defmit); Rp

3. P embiayaan
Rp 55.000.000.000,00

Rp 20. 400.000. 000,00
a. P enerimaan

b. P engeluaran
34.600.000.000,00

0,00
Jumlah Pembiayaan Netto : Rp

Siss Lebih Perobiayaan Anggaren tahun berkenaan: Rp

Pasal 2

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terinci lebih lanjut deism
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisshkan dari Peraturan Walikota
ini.



Peraturan Waiikota ini mulai berI~ pad .a tanggal diundangkan.

Agar set iap o r ang m e ngetahuinya, m emerintahkan p e ngundangan Peraturan
Waihkota m~ dengan penempatannya dai~ B er i t a D a erah Kota Matar~

I3itetapkan di Matm~
pada tanggai QI ]gej. QQI6

QwAUKDTA MATARAM

H. AHYA AB DUB

H. EF N I 3 I EKO SASWITO

Sa.lina.n sesuai dengan aslinya

K EPALA BAGIAN HUKUM >

MANSUR SH . MH
NIP. 197012312002121035


